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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penyelesaian sengketa terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

suami terhadap isteri pada masyarakat hukum adat Serui di kota Serui 

Kabupaten Kepulauan Yapen diselesaikan menggunakan hukum adat. 

Penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di Serui, Papua sesuai amanat yang 

dicantumkan dalam UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 yaitu dengan 

mengedepankan perdamaian. Namun tidak menutup kemungkinan hakim adat 

memberi sanksi atas perbuatan pelaku yaitu dengan memberi denda untuk 

diberikan kepada korban KDRT dengan tanpa membawanya ke ranah litigasi. 

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pemuka adat 

merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban, karena proses ini 

merupakan bagian dari memperjuangkan hak-hak korban yang telah direbut. 

Pemuka adat memberikan perlindungan dengan langsung memproses kasus 

kekerasan dengan memanggil korban dan pelaku untuk dimintai keterangan atas 

tindak kekerasan yang terjadi. Hal ini dapat menjadi bentuk perlindungan dari 

pemuka adat, karena korban merasa aman ketika pemuka adat langsung 

memproses kasus kekerasan tersebut. Rasa aman yang diberikan pemuka adat 

inilah yang menjadi sumber perlindungan hukum terhadap korban. 
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B. Saran 

Dari Permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian menyarankan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi penegak hukum, hendaknya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Serui, Papua bisa diselesaikan 

dengan cara yang tidak memberatkan korban, karena dengan adanya biaya 

penyelesaian kasus maka korban menjadi enggan untuk melaporkan 

permasalahanya ke pihak kepolisian. 

2. Bagi pemuka adat, lebih baik jika memberi sosialisasi mengenai perkawinan 

jujur dan sebab akibatnya agar tidak salah menafsirkan bahwan perawinan 

adat jujur berarti membeli perempuan 
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